
BUPATI LUWU 

PROVINS! SULAWESI SELATAN 

PERATURAN BUPATI LUWU 

NOMOR 82 TAHUN 2123 

TENTANG 

PENGHAPUSAN SANKS! ADM!NISTRATIF 

BERUPA DENDA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN 

DAN PERKOTAAN YANG TERUTANG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LUWU, 

Menimbang a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penerimaan daerah 

sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan dan untuk mendorong wajib pajak melunasi 

pajak terutang, perlu diberikan stimulus dalam bentuk 

penghapusan sanksi administratif berupa denda Pajak 

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) 

yang terutang; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1 )  

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah, Kepala Daerah dapat memberikan keringanan, 

pengurangan pembebasan dan penundaan pembayaran 

atas pokok dan/atau sanksi pajak dan untuk 

melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (6) Peraturan 

Daerah Kabupaten Luwu Nomor 2 Tahun 2 0 1 1  tentang 

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Luwu Nomor 5 Tahun 2013 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu 

Nomor 2 Tahun 2 0 1 1  tentang Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan, penghapusan sanksi 

administrasi ditetapkan dengan Peraturan Bupati; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati ten tang Penghapusan Sanksi 

Administratif Berupa Denda Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan Yang Terutang; 



Mengingat 
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1 .  Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 1 . i- . ' · �  

Pembentukan Daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran ·. � 

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1822); 

2 .  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang 
Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4189); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang 
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem 
Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus 

Disease 2019 (Covi.d-19) dan/atau Dalam Rangka 
Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan 
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134 ,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516 ) ;  
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5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) Undang-Undang 
Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang 
Kebijaan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem 
Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus 

Disease 2019 (Couid-19) dan/atau Dalam Rangka 
Menghadapai Ancaman Yang Membahayakan 
Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem 
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516) ;  

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

7 . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20 1 1  tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1  Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12  
Tahun 2 0 1 1  t e ntan g  Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6801) ;  

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 4 1 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856); 
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9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 4 1 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856); 

10.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6757); 

1 1 .  Peraturan Pemerintah Nomor 7 1  Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) ;  

12 .  Peraturan Pemerintah Nomor 12  Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

13.  Peraturan Pemerintah Nomor 12  Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322 ) ; 

14 .  Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang 

Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6622) ; 

15.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 

Tahun 20 15 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 157) ; 
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16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 1781 ) ;  

17.  Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 2 Tahun 2 0 1 1  
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu 
Tahun 2 0 1 1  Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Luwu Nomor 1 1 )  sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 

Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Luwu Nomor 2 Tahun 2 0 1 1  tentang Pajak 
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran 
Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 13); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI 
ADMINISTRATIF BERUPA DENDA 
BANGUNAN PERDESAAN DAN 
TERUTANG. 

B AB I  
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

PAJAK BUMI DAN 
PERKOTAAN YANG 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan 

1 .  Daerah adalah Kabupaten Luwu. 

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Luwu. 

4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah 
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu. 

5. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala 
Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu. 

6. Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan yang 
selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas Bumi dan/Bangunan yang 
dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan 
kecuali kawasan yang digunakan untuk usaha perkebunan, perhutanan 
dan pertambangan. 
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7. Penanggung Pajak adalah orang pribadi a tau badan bertanggung jawab 
atas pembayaran Pajak termasuk Wakil yang menjalankan Hak dan 
memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan. 

8. Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat WP adalah orang pribadi atau 
badan, meliputi membayar pajak, pemotong dan pemungut pajak yang 
mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan perpajakan daerah. 

9. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan, 
pedalaman serta laut wilayah kabupaten. 

10 .  Bangunan adalah konstruksi tekhnik yang ditanam atau di lekatkan secara 
tetap pada tanah dan/atau perairan, pedalaman dan/atau laut. 

1 1 .  Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai 
dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan 
yang digunakan untuk kegiatan usaha, perkebunan, perhutanan dan 
pertambangan. 

12 .  Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB-P2 yang selanjutnya disingkat 
SPPT PBB-P2 adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan 
besarnya PBB-P2 yang terutang kepada wajib pajak. 

13 .  Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti 
pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan 

menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas 

Daerah atau tempat pembayaran yang telah ditetapkan Bupati. 

14 .  Surat Tanda Terima Setoran yang selanjutnya disingkat STTS adalah bukti 

pembayaran pajak yang telah dilakukan oleh wajib pajak dengan 
menggunakan formulir atau dilakukan dengan cara lain ke kas daerah atau 
tempat pembayaran yang telah ditetapkan Bupati. 

15 .  Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, 
dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau bagian tahun pajak sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 

16.  Surat Ketetapan Pajak Daerah PBB-P2 yang selanjutnya disingkat SKPD 
PBB-P2 adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah 
pokok pajak yang terutang. 

17.  Surat Tagihan Pajak Daerah PBB-P2 yang selanjutnya disingkat STPD 
PBB-P2 adalah surat tagihan pajak yang terutang dalam SPPT PBB-P2 atau 
SKPD PBB-P2 yang tidak atau kurang bayar setelah lewat jatuh tempo 
pembayaran dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. 

18. Sanksi Administratif adalah tanggungan atau pembebanan diluar pokok 
pajak terutang berupa denda sebesar 2o/o (dua persen) per bulan sebagai 

akibat keterlambatan pembayaran PBB-P2. 

19 .  Tunggakan Pajak adalah pokok pajak yang tidak atau kurang bayar oleh 

wajib pajak. 

20. Penghapusan Denda Sanksi Administrasi PBB-P2 adalah suatu tindakan 
pembebasan denda sanksi administrasi yang dilakukan Pemerintah Daerah 

dalam meningkatkan realisasi penerimaan PBB-P2. 
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BAB II 

MAKSUD,TUJUAN,DANSASARAN 

Bagian Kesatu 

Maksud 

Pasal 2 

Maksud penghapusan sanksi administrasi PBB-P2 yang terutang yaitu sebagai 

stimulus dan dorongan kepada wajib pajak melakukan pembayaran tunggakan 

tanpa dikenakan sanksi administratif yang dilaksanakan dalam jangka waktu 

tertentu dan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan daerah sektor 

PBB-P2. 

Bagian Kedua 

Tujuan 

Pasal 3 

Penghapusan denda sanksi administrasi PBB-P2 yang terutang bertujuan 

untuk: 

a. mendorong partisipasi wajib pajak untuk melakukan pembayaran PBB-P2; 

b. mengoptimalkan upaya penerimaan daerah dari sektor PBB-P2; dan 

c. mengoptirnalkan upaya penyelesaian tunggakan PBB-P2. 

Bagian Ketiga 

Sa saran 

Pasal 4 

Sasaran penghapusan denda sanksi administrasi PBB-P2 yang terutang adalah 

wajib pajak yang memiliki tunggakan PBB-P2 Tahun 2022 dan tahun pajak 

sebelumnya. 

BAB III 

PELAKSANAAN 

Bagian Kesatu 

W aktu Pelaksanaan 

Pasal 5 

( 1 )  Waktu pelaksanaan penghapusa.n sanksi administrasi PBB-P2 yang 

terutang, terhitung mulai tanggal diundangkan Peraturan Bupati ini 
sampai dengan tanggal 3 1  Desember 2023. 

(2) Jangka waktu pelaksanaan penghapusan sebagaima dimaksud pada 

ayat (1 ) ,  dapat diperpanjang atau ditetapkan kembali dengan Keputusan 

Bupati. 
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Bagian Kedua 
Teknis Pelaksanaan 

Pasal 6 

Penghapusan denda sanksi administrasi PBB-P2 yang terutang bagi Wajib 
Pajak, diatur dengan ketentuan : 
a. penghapusan denda sanksi administrasi yang diberikan berupa 

penghapusan denda PBB-P2 yang terhutang 100°/o (seratus persen); 
b. penghapusan denda sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada 

huruf a tidak menghilangkan kewajiban pembayaran pajak terutang; dan 
c. penghapusan denda sanksi administrasi tunggakan hanya berlaku mulai 

tanggal diundangkannya Peraturan Bupati ini sampai dengan tanggal 
31 Desember 2023. 

BAB IV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 7 

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalarn Serita Daerah Kabupaten Luwu. 

Ditetapkan di Belopa 
pada tanggal 2.3 Oktober 2tl23 

BUPATI LUWU, 

Diundangkan di Belopa 
pada tanggal 23 Oktober 2123 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU, 

SERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2023 NOMOR 82 


